SALINAN

KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

Menimbang

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukan perlu
adanya penyesuaian kerangka keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan daerah serta keadaan yang menyebabkan
saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan;



Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
DEPOK TAHUN 2019.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40

Tahun

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Depok Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018
Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 1A
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Depok Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil
evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2019 terhadap
pelaksanaan RKPD Tahun 2019.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman
dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok
Tahun Anggaran 2019.
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Depok Tahun 2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
[. BUKU I : Peraturan Wali Kota Depok Tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 40 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Depok Tahun 2019
BAB I : Pendahuluan
BAB 11 : Evaluasi Pelaksanaan
RKPD Sampai Dengan

Triwulan Kedua Tahun

2019
BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah
dan Keuangan Daerah
BAB IV Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah
BAB V Rencana Kerja Dan
Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

II. BUKUII : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
[II. BUKUIII : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL



2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 Pasal yakni
Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Depok Tahun 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1A ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 18 Juli 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 46

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SERREITARIAT DAERAH KOTA DEPOK




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 46 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019

DAFTAR LAMPIRAN

I. BUKUI : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2019

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2019
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
BAB VI : PENUTUP
II. BUKUII : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
III. BUKU III : HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS



